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RINGKASAN 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bondowoso; 

Rita Lestari, 160903101030; 2019: 122 halaman; Progam Studi Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember.   

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak pusat yang 

dikelola oleh pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009. Telah terbukti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontributor 

penyumbang terbesar bagi Penghasilan Asli Daerah. Hal tersebut dapat 

terealisasikan apabila keadaaan tingkat kepatuhan wajib pajaknya terus meningkat 

ataupun stabil. Kepatuhan wajib pajak yaitu tindakan Wajib Pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan dalam suatu Negara. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak Kabupaten 

Bondowoso dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayarkan 

pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bondowoso. Terdapat 5 

(lima) jenis kendaraan yang terdaftar pada UPT Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dan kendaraan jenis sepeda motor 

merupakan jenis kendaraan terbanyak yang artinya bahwa kendaraan tersebut 

memberikan kontribusi terbesar untuk Pajak Kendaraan Bermotor. 

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019. 

Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di KB Samsat Bondowoso dan 

UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso 

adalah untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan 

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada KB Samsat Bondowoso. 

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa target dari penerimaan pajak 

kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso telah terealisasikan 

dengan baik, namun dari data jumlah tunggakan menunjukan adanya peningkatan 
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jumlah tunggakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak yang memiliki kewajiban 

perpajakan di Kabupaten Bondowoso, dengan hal ini menunjukan bahwa wajib 

pajak tersebut belum sepenuhnya membayarkan pajaknya, sehingga wajib pajak 

pada KB Samsat Bondowoso dikategorikan sebagai wajib pajak yang kurang 

patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.  

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 571/UN25.1.2/SP/2019, Diploma 
III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan dalam suatu Negara. Wajib pajak 

merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak 

memiliki andil yang cukup besar dalam kelangsungan proses perpajakan, karena 

tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tolak ukur dalam menentukan seberapa 

besar pemasukan kas negara dari sektor perpajakan ini. Dengan semakin patuhnya 

wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya, hal tersebut akan 

meningkatkan pendapatan Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis, tinggi rendahnya martabat 

(kedudukan, jabatan, dan sebagainya) batas waktu (masa), sedangkan kepatuhan 

berasal dari kata patuh yang artinya taat atau ketaatan. Jadi dapat diambil 

kesimpulan arti dari tingkat kepatuhan adalah tinggi rendahnya suatu ketaatan.  

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia saat ini telah 

melaksanakan pembangunan disegala bidang guna untuk menunjang sarana dan 

prasarana agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu 

usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk memenuhi pembiayaan 

pembangunan tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang 

berasal dari Negara itu sendiri, salah satunya berasal dari sektor perpajakan. 

Tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban tersebut adalah sebagai cerminan 

kewajiban dibidang perpajakan oleh masyarakat. Pemerintah sebagai aparatur 

pajak yang sesuai fungsinya berkewajiban melaksanakan pengarahan, pelayanan, 

dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
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Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak yang dikelola 

pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara didalam APBN, 

sedangkan yang dikelola oleh daerah merupakan penerimaan negara dalam 

APBD.  

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain 

itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam setiap penyelenggaraannya, 

pemerintah daerah harus menggali potensi sumber daya yang dimiliki. 

Pembangunan daerah tidak akan berjalan tanpa adanya sumber pembiayaan yang 

memadai. Utama (2013:452) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 

“pembiayaan menjadi masalah yang sangat vital dalam melaksanakan 

pembangunan daerah”. Pembiayaan menjadi modal utama dalam terlaksananya 

pembangunan daerah yang berkesinambungan. Salah satu yang menjadi sumber 

penerimaan yaitu dari sektor pajak. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran 

rutin dan pembangunan nasional serta untuk menunjang ekonomi bagi 

masyarakat. Tanpa adanya pajak, pembiayaan diberbagai bidang terutama 

pembangunan tidak akan dapat terpenuhi. Hasil dari pemungutan pajak tersebut 

akan senantiasa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.  

Besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi disetiap daerahnya, apabila pertumbuhan ekonomi disuatu 

daerah tersebut sangat baik, maka pendapatan juga akan meningkat sehingga 

masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Namun hal 

itu tidak akan terwujud apabila dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih 

rendah, sehingga dengan ini kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan 

mampu menjadi penunjang dalam tercapainya pendapatan pajak yang diterima. 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan syarat utama 
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untuk tercapainya pembangunan nasional, sehingga pada akhirnya manfaat dari 

pajak tersebut dapat meminimalisir kesenjangan sosial yang ada didalam 

masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi yang 

terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 

Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan. Khusus untuk daerah setingkat dengan daerah 

Provinsi, tetapi tidak terbagi dalam kabupaten/kota otonom, seperti daerah Jawa 

Timur yaitu Kabupaten Bondowoso, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan 

pajak untuk daerah provinsi. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang digunakan 

untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan 

prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso salah satunya 

berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Di Era modern saat ini, Kendaraan 

menjadi alat transportasi yang hampir dimiliki oleh semua orang, karena selain 

mudah diperoleh kendaraan juga membuat langkah menjadi lebih cepat dengan 

didukung oleh ketersediaan jalan yang menghubungkan semua wilayah di 

Indonesia. Di tengah tingginya tingkat mobilitas manusia dijaman yang lebih 

maju ini, hampir semua orang dewasa memiliki kendaraan sendiri. Tak sedikit 

pula yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit, bahkan banyak orang kelas 

menengah keatas memiliki kendaraan dua sampai tiga kendaraan yang pastinya 

kepemilikan kendaraan tersebut diiringi dengan kewajiban membayar pajak setiap 

tahunnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, pajak kendaraan bermotor tergolong pajak 

daerah tingkat satu, dimana pemungutannya dilakukan oleh Daerah Provinsi. 
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Salah satu daerah Provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor adalah 

Provinsi Jawa Timur. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu 

kontributor penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Bondowoso. Sementara di Kabupaten Bondowoso jumlah kepemilikan kendaraan 

bermotor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Jumlah peningkatan 

kepemilikan kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukan 

perkembangan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten 

Bondowoso. 

Tabel 1.1 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso 

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2014 – 2018. 

No. Jenis Kendaraan 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Mobil Penumpang 10.691 11.920 13.311 14.824 16.394 
2. Mobil Bus 109 119 139 160 182 
3. Mobil Barang 4.532 4.929 5.392 5.855 6.312 
4. Sepeda Motor 121.613 131.531 141.614 151.914 163.288 
5. Alat Berat dan 

Besar 
7 7 7 7 7 

 Jumlah 136.952 148.506 160.463 172.760 186.183 
(Sumber : UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso 2019) 

 

Dari data tabel tersebut terlihat bahwa hampir semua jenis kendaraan 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kendaraan dengan jenis sepeda motor 

menempati posisi pertama penyumbang terbesar untuk pendapatan daerah,  jenis 

kendaraan sepeda motor dengan jumlah sebesar 163.288 unit  pada tahun 2018. 

Posisi kedua ditempati oleh kendaraan jenis Mobil Penumpang dengan jumlah 

sebesar 16.394 unit. Posisi  ketiga di tempati oleh kendaraan jenis Mobil Barang 

dengan jumlah 6,312 unit. Posisi keempat ditempati oleh jenis kendaraan Mobil 

barang dengan jumlah 182 unit, dan posisi kelima ditempati oleh jenis kendaraan 

Alat Besar dan Berat dengan jumlah 7 unit saja. Melihat potensi yang ada 

pemerintah harus memanfaatkan potensi tersebut guna untuk menambah sumber 

penerimaan daerah yang maksimal dari sektor pajak kendaraan bermotor. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah 

pendapatan dari sektor ini adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib 
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Pajak Kendaraan Bermotor. Pengoptimalan penerimaan daerah dari sektor pajak 

kendaraan bermotor tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada timbal balik 

dan dukungan dari masyarakat sebagai wajib pajak. Peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan 

masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Hal ini dipertegas oleh pernyataan Bapak Agus Budianto selaku Kepala Bagian 

Pembayaran dan Penagiahan UPT  Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten 

Bondowoso bahwa masih adanya sisa tunggakan pajak kendaraan bermotor 

sebesar Rp. 1.569.002.300 pada tahun 2018.  

Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Kabupaten Bondowoso merupakan 

pajak dengan potensi yang cukup besar, persentasenya mencapai 75% dari 

keseluruhan pajak pusat yang ada di kabupaten Bondowoso. Jumlah Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada tabel 1.2 yaitu Data Jumlah Potensi 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018. 

Tabel 1.2 Jumlah Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2014-2018. 

JENIS KENDARAAN 
POTENSI TAHUN 

2014 2015 2016 2017 2018 

 
MOBIL PENUMPANG 

12.370.038.050 14.451.294.650 17.243.953.450 20.340.901.450 23.767.352.150 

MOBIL BUS 122.032.900 140.388.100 179.907.000 227.451.600 282.829.300 

MOBIL BARANG 3.871.104.200 4.588.716.100 5.312.766.000 6.218.662.700 7.117.922.100 

SEPEDA MOTOR 18.001.618.100 19.941.356.200 22.048.639.350 24.282.238.050 26.800.910.700 

ALAT BERAT & 
BESAR 

1.074.400 1.074.400 1.074.400 1.074.400 1.074.400 

JUMLAH 34.365.867.650 39.122.829.450 44.786.340.200 51.070.328.200 57.970.088.650 

(Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bondowoso 2019) 

 

 Dari data tabel 1.2 dapat diketahui data mengenai jumlah penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kabupaten Bondowoso selama 5 (lima) tahun berturut-turut mulai dari tahun 
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2014, 2015, 2016, 2017, hingga tahun 2018. Dari data tersebut terlihat bahwa 

secara umum penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami 

peningkatan. Setiap tahunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dari 

kendaraan jenis Sepeda Motor menjadi penerimaan tertinggi dari kendaraan jenis 

lainnya, yang kemudian disusul oleh kendaraan jenis Mobil Penumpang, Mobil 

Barang, dan yang terkahir adalah Mobil Bus yang juga selalu mengalami 

peningkatan disetiap tahunnya. 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak 

yang memiliki wewenang menangani yaitu Dinas Pendapatan Provinsi. Setiap 

Provinsi memiliki induk kantor dinas yang disebut kantor cabang yang tersebar di 

berbagai kabupaten/kota. Kantor cabang tersebut merupakan Kantor Unit 

Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam 

melaksakanan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Bondowoso ini 

dilaksanakan oleh Unit pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Bondowoso, Sedangkan dalam proses pelayanan (tata cara) 

pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (Kantor Bersama Samsat) Bondowoso yang ada didalam 

keanggotaan UPT Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso yang telah 

diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Manunggal Satu Atap, Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi 

sekaligus yaitu: Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Provinsi Bondowoso, 

Polisi Republik Indonesia, dan PT. Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja. 

Pelayanan yang disediakan oleh SAMSAT ini terdiri dari melakukan proses 

pengesahan STNK, pembayaran pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dengan adanya pelayanan tersebut 

diharapkan dapat memberi kemudahan kepada setiap wajib pajak kendaraan 

bermotor yang ada di Bondowoso untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor sendiri adalah pajak 

dengan potensi terbesar di Kabupaten Bondowoso. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut dengan mengambil judul “Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

Kantor Bersama Samsat Bondowoso” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil dalam laporan ini adalah Bagaimana Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso? 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso. 

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

a. Manfaat bagi Mahasiswa

1) Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dengan lingkungan

kerja, menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dilapangan

kerja.

2) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja

dengan dibekali keahlian dan keterampilan yang diperoleh sewaktu

melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

3) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan progam Diploma Tiga

Perpajakan.

b. Manfaat bagi Universitas Jember

1) Terjadinya kerjasama yang baik antara Universitas jember dengan pihak

UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bondowoso dan KB Samsat

Bondowoso.
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2) Universitas Jember akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui

pengalaman kerja yang telah diperoleh mahasiswa selama

dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata.

c. Manfaat Bagi UPT Bapenda Provinsi dan KB Samsat Bondowoso

1) Mempererat hubungan antara UPT Bapenda Provinsi dan KB Samsat

Bondowoso dengan pihak Universitas Jember khususnya dengan Progam

studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.

2) Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di

lingkungan perguruan tinggi khususnya Progam Studi Diploma III

Perpajakan Universitas Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi patuh ialah suka 

menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan 

kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian kepatuhan 

adalah tindakan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.  

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang kepatuhan 

wajib pajak, yaitu : 

a. Khasanah (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan tujuan utama

dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui

tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak dengan tingkat kepatuhan

rendah, maka diharapkan dilakukannya pemeriksaan yang dapat memberikan

motivasi agar menjadi patuh untuk kedepannya.

b. Siregar (2012:2) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap

atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban

perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Gunadi (2013:94) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan

bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan

sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak yang membayar 

kewajiban pajaknya dengan keinginan sendiri tanpa adanya rasa terbebani sesuai 

dengan batas waktu yang ditentukan, karena hal tersebut merupakan suatu 

kewajiban bagi setiap wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak meningkat. 
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Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa ada dua jenis kepatuhan, yaitu 

kepatuhan formal dan kepatuhan material : 

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut

sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) sudah

disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara

subtansive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Disini wajib pajak yang

bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan

hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Maka pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:139) 

adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 

perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Predikat wajib pajak patuh menurut 

Rahayu (2010:139) dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak 

yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara 

kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas 

Negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi 

kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada 

Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak 

maka, tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. 

2.1.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa 

kriteria kepatuhan wajib pajak adalah : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
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3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian selama 3

(tiga) tahun berturut-turut; dan

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Wardani (2017) indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah 

sebagai berikut : 

1. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui

kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayar pajaknya tepat

waktu sesuai dengan waktu yang diberlakukan.

3. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak harus melengkapi persyaratan pada

saat membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak yang selalu ingat jatuh tempo

pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.2 Pajak 

2.2.1 Definisi  Pajak 

Priantara (2016:2) menyimpulkan bahwa definisi pajak secara resmi yang 

dimuat dalam UU KUP adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Resmi (2017:1) menyimpulkan, Pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan  sebagaian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu 

keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 
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dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, 

untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Sumarsan (2017:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber sumber dari 

sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 

wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa 

mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.  

Sumarsan (2017:4) menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian 

pajak antara lain sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungutan

pajak/administrator pajak).

c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun

pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

2.2.2 Fungsi Pajak 

Sumarsan (2017:5) menyebutkan ada dua fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara,

yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan

pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari

penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah

masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi
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mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak 

dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan 

kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. 

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2016:9) menyebutkan bahwa sistem pemungutan ajak ada tiga 

yaitu : 

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat Pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :
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1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.4 Teori Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 

memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. 

Teori-teori tersebut antara lain adalah : 

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus

sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungn rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat

untuk rumah tangga negara, Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali

ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
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2.2.5 Asas Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2016:9) Asas pemungutan pajak ada tiga asas dari 

pemungutan pajak yaitu: 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak yang 

bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 

diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2016:4) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat adil) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undnag 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
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Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Resmi (2014:9) menyimpulkan bahwa tata cara pemungutan pajak dapat 

dilakukan dengan tiga stelsel yaitu : 

a. Stelsel Nyata (Riil) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 

sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat 

dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang 

sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. 

b. Stelsel Anggapan (Fiktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga 

pajak yang terutang pada suatu tahun dianggap sama dengan pajak yang 

terutang tahun sebelumnya. 

c. Stesles Campuran 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi 

antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya 

pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 
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2.2.8 Pengelompokan Pajak 

Resmi (2014:7) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat digolongkan 

menjadi tiga kelompok yaitu menurut golongannya, sifat, dan lembaga 

pemungutannya. 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, Sebagai 

contohnya adalah Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain ataupihak ketiga. Sebagai contohnya  

adalah Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaanya memerhatiakn keadaan 

subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatiakan keadaan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan kewajiban membayar pajak tanpa memperhatiakan 

keadaan pribadi Subjek Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

1) Pajak Pusat (Pajak Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pendualan Barang 

Mewah, dan Bea materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik 

daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. 

a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 
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b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan 

 

2.3 Pajak Daerah 

Mardiasmo (2016:14) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan 

oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. 

 

2.3.1 Dasar Hukum 

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang berlaku di Indonesia harus 

berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan 

pemungutanya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Siahaan (2016:39) 

dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia 

adalah sebagaimana dibawah ini : 

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

c. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. 

d. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. 

e. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

f. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri 

Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota 

di bidang pajak daerah. 

h. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri 

Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota 

di bidang retribusi daerah. 
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i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

2.3.2 Definisi Pajak Daerah 

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain : 

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apapaun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

c. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

d. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

 

2.3.3 Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal (2) Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

a. Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi), terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
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3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok 

b. Pajak Daerah Tingakat II (Pajak Kabupaten/Kota), terdiri dari : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batauan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

 

2.3.4 Tarif Pajak Daerah 

Tarif pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut : 

a. Pajak Provinsi : 

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%; 

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

10%; 

3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%; 

4) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%; 

5) Tarif Pajak Rokok 10%; 

b. Pajak Kabupaten/Kota : 

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%; 

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%; 

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%; 

4) Tarif Pajak Rekalme ditetapkan paling tinggi sebesar 25%; 
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5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;

6) Tarif Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) ditetapkan

sebesar 25%;

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%;

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%;

9) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;

10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan

paling tinggi sebesar 0.3%;

11) Tarif Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling

tinggi sebesar 5%;

2.3.5 Tata Cara Pemungutan pajak 

Pemungutan Pajak tidak boleh diborongkan. Setiap Wajib Pajak Wajib 

membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

perpajajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota 

perhitungan. Wajib Pajak  yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan (SKPDKBT). 

2.3.6 Kriteria Pemungutan Pajak Daerah 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Menetapkan kriteria pemungutan pajak daerah agar dapat dipungut sebagai 

berikut : 

a. Bersifat pajak bukan retribusi;

b. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota;
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c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umum;

d. Objek pajak bukan merupakan pajak provinsi/pajak pusat;

e. Potensinya memadai;

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

g. Memperhatikan aspek keadilan;

h. Menjaga kelestarian lingkungan;

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor 

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor 

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

c. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

2.4.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut oleh Daerah

atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta

gandengannya yang disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor

yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dan alat-alat berat yang dalam

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen

serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di ir.

c. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan

barang/atau orang dengan dipungut bayaran.

d. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang

dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orang priibadi, badan,
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lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah 

Daerah. 

e. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau

penguasaan kendaraan bermotor.

2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Kepemilikan 

adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan 

bermotor yang namanya telah tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen 

sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan 

adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi 

atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan 

yang berlaku. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor adalah : 

a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak

kepemilikannya.

b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.

c. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjukan dengan surat wasiat atau

yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan

pengadilan.

d. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor baik perorangan atau badan yang menerima

penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau

seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima

penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan.

2.4.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009 pasal  3 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Dikecualikan dari 
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pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya 

menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah : 

a. Kereta Api;

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan

dan keamanan negara;

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan ataudikuasai kedutaan, konsulat,

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah

pusat; dan

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 

pasal 6 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah 

nilai jual kendaraan bermotor yang dimana Nilai jual kendaraan dan bobot, Nilai 

Jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. 

Sedangkan Bobot adalah yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan 

dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Khusus 

untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat 

berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah 

NJKB. Bobot dihitung berdasarkan tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar 

jumlah sumbu/as roda, dan berat kendaraan bermotor; Jenis bahan bakar 

kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga 

surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan jenis penggunaan, tahun pembuatan, 

dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 

tak atau 4 tak, dan isi silinder. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan 

jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna kendaraan bermotor 

tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Bobot koefisien lebih besar dari 1 

(satu) berarti pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas 

toleransi. PKB untuk kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh 
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lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang 

berlaku. 

2.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

 Tarif PKB ditetapkan sebesaar 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan 

pertama untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; 1,0% (satu koma nol 

persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; 0,5% (nol koma lima persen) 

untuk kendaraan ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga 

sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/ POLRI dan Pemerintah daerah; dan 0,2 

(nol koma dua) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 

2.4.6 Saat Terutang dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor 

Saat terutangnya pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur 

Nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah adalah : 

a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan

berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

b. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeur)

masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas

pajak yang sudah dibayar untuk porsi  masa pajak yang belum dilalui.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Kepala

Badan Pendapatan dengan ketentuan 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya 

masa PKB. Pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor disampaikan 

dalam bentuk surat dan/ atau elektronik.  

2.4.7 Sanksi Keterlambatan Pembayaran 

a. Apabila pembayaran PKB terlambatdikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan.

b. Apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25%

dari pokok pajak, ditambah bunga 2% dihitung dari pajak terutang untuk

jangka waktu paling lama 24 bulan.
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2.4.8 Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di Wilayah provinsi 

tempat kendaaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan 

pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar 

dalam lingkup wilayah administrasinya. 

 

2.4.9 Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum 

perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut : 

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak 

   = Tarif Pajak X (NJKB x Bobot) 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan  

3.1.1 Lokasi Pelaksanaaan  

 Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan di UPT Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Timur  Bondowoso dan KB Samsat Bondowoso Jl. Ahmad yani 

No.84 Nangkaan, Kabupaten Bondowoso. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan 

  Jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan surat tugas Nomor 

571/UN25.1.2/SP/2019 yaitu dimulai dari tanggal 6 Februari sampai dengan 22 

Maret 2019. 

 Adapun kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Bersama 

Samsat Bondowoso yaitu : 

Tabel 3.1 Hari dan jam kerja Kegiatan di UPT Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Timur kabupaten Bondowoso dan KB Samsat 

Bondowoso. 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 
Senin s/d Kamis 07.00 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 
Jumat 06.00 - 15.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 
Sabtu 08.00 – 14.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 
Minggu Libur Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan  

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada pelaksanaan kegiatan di UPT Badan Pendapatan Daerah Bondowoso 

ini penulis ditempatkan pada bagaian pemandu yang berada pada KB Samsat 

Bondowoso. KB Samsat Merupakan kantor bersama yang menggabungkan tiga 

instansi yaitu UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Polisi 

Republik Indonesia, dan Jasa Raharja. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis 

diantaranya yaitu : memberikan pelayanan informasi tentang Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak, Mengecek kelengkapan persyaratan 

untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, melayani Wajib Pajak untuk 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


28 
 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di KB Samsat Bondowoso, wawancara, 

dan bertukar informasi yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. 

Berdasarkan ruang lingkup kegiatan tersebut maka hasil dari kegiatan ini akan 

dibuat sebagai Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “ Tingakat 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini, penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang terjadwal pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso dan  

UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur kabupaten Bondowoso yang 

dapat dilihat pada (Lampiran 9). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

  Data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini berupa data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk simbol angka atau 

bilangan. Data kuantitatif yang diperoleh penulis berupa Data Target dan 

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014-2018 dan Data Sisa 

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014-2018. Sedangkan data 

kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata-kata, bukan simbol angka 

atau bilangan. Data yang diperoleh penulis berupa wawancara dan diskusi. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Sugiyono (2017:137) Data Primer adalah data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data primer pada kegiatan ini diperoleh dari data 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2014-

2018 dan Data Sisa Tunggakan Pajak kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018. 
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b. Data Sekunder

Sugiyono (2017:137) Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung

memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

dokumen. Data sekunder pada kegiatan ini diperoleh dari buku, artikel,

internet, jurnal, Undang-undang dan dokumen yang terkait dengan Pajak

Kendaraan bermotor.

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Kegiatan ini diantaranya 

yaitu : 

a. Wawancara

Nazir (2014:170-171) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara

sipenanya atau pewawancara dengan yang ditanya atau responden dengan

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Pada kegiatan ini penulis melakukan wawancara dengan Staff UPT Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan Wajib Pajak yang

ditemui pada saat di KB Samsat dan Dinas Luar untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,

internet, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berhubungan

dengan Pajak Kendaraan Bermotor.
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada 

Kantor Bersama Samsat dan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Kabupaten Bondowoso dapat ditarik kesimpulan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah pajak dengan kontribusi penyumbang terbesar untuk pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Bondowoso. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Bondowoso telah terealisasikan dengan baik, namun dari data yang 

penulis peroleh masih adanya sisa tunggakan yang mengalami kenaikan terus-

menerus tiap tahunya dan belum dilunasi oleh wajib pajak, sehingga dapat 

dikatakan wajib pajak di Kabupaten Bondowoso belum sepenuhnya 

menyampaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya, selain itu wajib pajak di 

Kabupaten Bondowoso dinyatakan kurang patuh dalam menyampaikan kewajiban 

perpajakannya karena terjadinya ketidakstabilan persentase tunggakan pajak 

kendaraan bermotor yang tercatat pada data tunggakan pajak kendaraan bermotor. 

Salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak tersebut enggan untuk 

membayarkan kewajiban pajaknya salah satunya yaitu faktor pertumbuhan 

ekonomi yang dimana faktor ini menjadi faktor utama yang mengakibatkan 

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meminimalisir ketidakpatuhan 

wajib pajak tersebut Pemerintah Bondowoso telah melakukan kerjasama dengan 

kepolisian setempat untuk melakukan sosialisasi dan razia rutin yang 

mencerminkan bahwa semua pihak dapat bergabung untuk saling menyadarkan 

bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting. 

5.2 Saran 

Selain menarik kesimpulan, penulis juga mengajukan beberapa saran, yang 

nantinya diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat diterapkan dalam 

meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Bersama Samsat Bondowoso, wajib pajak 

yang dirasa kurang patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya akan 
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berpengaruh kepada jumlah penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu perlu adanya 

upaya dari pemerintah daerah untuk meminimalisir wajib pajak yang kurang patuh 

tersebut contohnya dengan memberikan kemudahan sistem  kepada wajib pajak 

yang akan membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu diperlukan juga 

peningkatan kualitas pelayanan kinerja untuk dapat mempertahankan realisasi 

tersebut serta meminimalisir adanya wajib pajak yang kurang patuh dalam 

menyampaikan kewajibannya. Dengan demikian penerimaan pendapatan daerah 

dari sektor pajak kendaraan bermotor ini akan semakin optimal. 
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Lampiran 1. Surat Penghantar Magang 
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Lampiran 2. Surat Diterima Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Magang 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas  Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Konsultasi Laporan Tugas Akhir 
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Lampiran 9. Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal 

No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Penanggung 
Jawab 

(a) (b) (c) (d) 
1 Rabu, 6 Februari 

2019 
a. Apel Pagi 
b. Pengenalan Praktek Kerja 

Nyata 
c. Sharing tentang PKB dan 

pembagian Job Description 

Slamet 
Basujanarko, SH, 
M. Si 
Selaku Kepala 
UPT Badan 
Pendapatan 
Daerah Provinsi 
jawa Timur 
Bondowoso 
 

2 Kamis, 7 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Pengarahan tentang tugas 

dibagian pemandu 
c. Mengecek STNK dan KTP 

Gea Faisca, 
selaku pemandu 
di KB Samsat 
Bondowoso 

3 Jumat, 8 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Senam pagi bersama seluruh 

staff UPT Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Jawa Timur 

c. Mengentry No Hp data 
kendaraan bermotor pada 
aplikasi tertentu 

d. Sharing tentang PKB 

Slamet 
Basujanarko, SH, 
M. Si 
Selaku Kepala 
UPT Badan 
Pendapatan 
Daerah Provinsi 
jawa Timur 
Bondowoso 
 

4 Senin, 11 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Mendata dan merekap surat 

tagihan 
c. Mengentry surat tagihan 

pada aplikasi tertentu 

Agus Budianto, 
SE selaku Kepala  
Bagian 
Pembayaran dan 
penagihan 
 
 

5 Selasa, 12 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Mengentry data perjalanan 

dinas luar 

Agus Budianto, 
SE 

6 Rabu, 13 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Mengentry data penerimaan 

kas (PAD) 
c. Ikut dinas luar di kecamatan 

Tapen 

Vicki Andika 
selaku staff 
penagihan dan 
pembayaran 
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No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Penanggung 
Jawab 

(a) (b) (c) (d) 
7 Kamis, 14 

Februari 2019 
a. Apel Pagi 
b. Mengurutkan Notice Pajak 
c. Melayani Lapor Jual 

kendaraan bermotor  

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 
 

8 Jumat, 15 
Februari 2019 

a. Apel Pagi dan senam 
bersama 

b. Pelayanan Informasi tentang 
PKB 

c. Mengentry No hp pemilik 
kendaraan diaplikasi tertentu 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 
 

9 Senin, 18 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Mengentry data dinas luar 
c. Mengelompokan dan 

mengututkan surat tagihan 
pajak 

Sumadi, selaku 
staff bagian 
pembayaran dan 
penagihan 
 
 

10 Selasa, 19 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Sharing mengenai tentang 

alur pelayanan di kantor 
samsat 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 

11 Rabu, 20 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Mengentry data dinas luar 
c. Melayani buka blokir 

kendaraan bermotor 
d. Mengentry No Hp 

kepemilikan kendaraan 
bermotor 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 
 
 
 

12 Kamis, 21 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Melayani lapor Jual 

kendaraan 
c. Memilah dan mengurutkan 

serta mengarsipkan notice 
pajak 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 
 

13 Jumat, 22 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Sharing tentang judul tugas 

akhir 

Koekoeh Tedjo 
Suerono, SH 
selaku Kepala 
Bagian Tata 
Usaha 
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No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Penanggung 
Jawab 

(a) (b) (c) (d) 
14 Senin, 25 

Februari 2019 
a. Apel Pagi 
b. Mengentry data dinas luar 
c. Mengentry Nopol dan No Hp 

pada aplikasi tertentu 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 
 

15 Selasa, 26 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Mengentry data dinas luar 
c. Mencetak Surat Mutasi 

(Fiskal) 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 

16 Rabu, 27 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Sharing mengenai kendala 

yang terjadi saat melakukan 
penagihan pajak yang 
terutang 

Zaenal Arifin, 
selaku Juru Sita 
Pajak UPT 

17 Kamis, 28 
Februari 2019 

a. Apel Pagi 
b. Pelayanan informasi PKB 
c. Melayani proses Mutasi 

salah satu wajib pajak yang 
ada di kantor SAMSAT 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 

18 Jumat, 01 Maret 
2019 

a. Apel Pagi  
b. Senam dan melakukan kerja 

bakti diarea UPT 
c. Sharing tentang Potensi PKB 

di kota Bondowoso 

Koekoeh Tedjo 
Suerono, SH 
selaku Kepala 
Bagian Tata 
Usaha 
 

19 Senin, 04 Maret 
2019 

a. Apel Pagi 
b. Mengentry data dinas luar 
c. Melakukan pelayanan PKB 

di kantor Samsat 
d. Membagikan Kuesioner dan 

wawancara dengan Wajib 
Pajak 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 

20 Selasa, 05 Maret 
2019 

a. Apel Pagi 
b. Melayani Proses Lapor Jual 

kendaraan 
c. Membagikan Kuesioner 
d. Sharing mengenai pelayanan 

yang ada di Samsat 
 
 
 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 
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No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Penanggung 
Jawab 

(a) (b) (c) (d) 
21 Rabu, 06 Maret 

2019 
a. Apel Pagi 
b. Ikut memberikan surat ke 

bank jatim wilayah 
Bondowoso 

Rony Ruman L, 
SE selaku Kepala 
Bidang 
Pendaftaran dan 
Pendataan 

22 Kamis, 07 Maret 
2019 

Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru 
Saka) 

- 

23 Jumat, 08 Maret 
2019 

a. Apel Pagi dan Senam 
Bersama 

b. Meyebarkan kuesioner dan 
wawancara mengenai 
pengetahuan dan kepatuhan 
wajib pajak 

c. Sharing tentang Kuesioner 

Koekoeh Tedjo 
Suerono, SH 
selaku Kepala 
Bagian Tata 
Usaha 
 
 

24 Senin, 11 Maret 
2019 

a. Apel Pagi  
b. Mengikuti Progam Layanan 

Unggulan Samsat Call Me di 
Polsek Cerme Bondowoso 

Vicki Andika 
selaku staff 
penagihan dan 
pembayaran 

25 Selasa, 12 Maret 
2019 

a. Apel pagi 
b. Melaksanakan Dinas Luar ke 

kalisat Kecamatan Ijen 

Dhimas Agung, 
Selaku staff 
pembayaran UPT 
 

26 Rabu, 13 Maret 
2019 

a. Apel Pagi 
b. Pelayanan Informasi PKB 
c. Menyebarkan Kuesioner 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 

27 Kamis, 14 Maret 
2019 

a. Apel Pagi 
b. Mengentry data dinas luar 
c. Wawancara mengenai 

kepatuahan masyarakat 
perihal PKB kepada Kepala 
Bagian Pembayaran dan 
Penagihan UPT 

Agus Budianto, 
SE selaku Kepala  
Bagian 
Pembayaran dan 
penagihan 

28 Jumat, 15 Maret 
2019 

a. Apel Pagi dan Senam 
Bersama 

b. Wawancara kepada salah 
satu wajib pajak yang ada di 
Samsat 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 
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No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Penanggung 
Jawab 

(a) (b) (c) (d) 
29 Senin, 18 Maret 

2019 
a. Apel Pagi 
b. Ikut Menyampaikan surat 

tagihan PAP kepada Kantor 
Dinas pengairan kabupaten 
Bondowoso 

Zaenal Arifin, 
selaku staff 
Pendaftaran dan 
Pendataan UPT 

30 Selasa, 19 Maret 
2019 

a. Apel Pagi 
b. Sharing Informasi tentang 

PKB 
c. Konsultasi mengenai data 

kelengkapan untuk Laporan 
Tugas Akhir 

Taufan 
Koesbyantoro W 

31 Rabu, 20 Maret 
2019 

a. Apel Pagi 
b. Pelayanan informasi 

mengenai PKB serta 
mendampingi wajib pajak 
melakukan pembayaran PKB 

c. Mengumpulkan data 

Gea Farisca, 
selaku pemandu 
di Kantor 
Bersama Samsat 
bondowoso 

32 Kamis, 21 Maret 
2019 

a. Apel Pagi 
b. Sharing informasi tentang 

PKB dan permasalahan yang 
dihadapi pada saat penagihan 
pajak 

c. Pengumpulan data 

Agus Budianto, 
SE selaku Kepala  
Bagian 
Pembayaran dan 
penagihan 

33 Jumat, 22 Maret 
2019 

a. Apel Pagi dan Senam 
Bersama 

b. Penutupan Praktek Kerja 
Nyata 

c. Berpamitan dan 
Berterimakasih kepada 
semua pegawai UPT Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Bondowoso 
 

Seluruh Pegawai 
dan Staff UPT 
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Lampiran 10. Dokumentasi Foto Kegiatan di KB Samsat Bondowoso 

Dokumentasi Foto Kegiatan di KB Samsat bondowoso 

1. Pelayanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor di bagian Pemandu KB
Samsat Bondowoso.

2. Pelayanan Unggulan “Samsat Ijen” di Kecamatan Sempol
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3. Wawancara dengan pihak wajib pajak 
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Lampiran 11. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
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Lampiran 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 
Tentang Pajak Daerah 
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Lampiran 13.  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 
2010 Tentang Pajak Daerah 
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Lampiran 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 
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Lampiran 15. Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Nama Narasumber : Agus Budianto, SE 

Hari, Tanggal  : Kamis, 14 Maret 2019 

Jam   : 11.00 - 12.00 WIB 

Disusun Jam  : 19.30 – 21.30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Penagihan dan Pembayaran 

Topik Wawancara : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Pewawancara : Assalamualaikum pak. Selamat siang, maaf mengganggu       

waktunya. Apabila bapak berkenan saya ingin sharing 

mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten 

bondowoso ini unruk bahan tulisan laporan tugas akhir saya 

bu. 

Narasumber  : Waalaikum salam mbak silahkan, kebetulan saya hari ini 

punya banyak waktu senggang. 

Pewawancara  : Menurut bapak wajib pajak yang bisa dikatakan patuh itu 

wajib pajak yang seperti gimana pak ? 

Narasumber  : Ya begini mbak, wajib pajak yang bisa dikatakan patuh 

adalah mereka yang teratur dan tepat waktu dalam 

membayarkan pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya, 

dengan begitu wajib pajak bisa dikatakan patuh. 

Pewawancara  : Lalu bagaimana dengan wajib pajak yang masih belum 

patuh pak ? 

Narasumber  : Biasanya kita melihat data kepatuhan wajib pajak per 

kecamatan, nanti akan terlihat kecamatan mana yang dirasa 

belum memenuhi target, setelah itu kita melakukan 

pendekatan kesana dan mensosialisasikan pajak kendaraan 

bermotor ke kecamatan tersebut. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


118 
 

Pewawancara  : Biasanya, faktor yang paling mendasar yang 

mengakibatkan wajib pajak tersebut tidak patuh itu apa saja 

pak ? 

Narasumber  : Macem-macem mbak tapi yang paling umum itu jarak 

tempuh, mereka suka ngeluh karena jarak tempuh ke tempat 

pembayaran itu jauh belum lagi kalau sampai mereka harus 

meninggalkan pekerjaannya, faktor pendidikan dan yang 

paling utama adalah Faktor ekonomi, kebanyakan wajib 

pajak lebih mementingkan kebutuhannya yang lain dulu 

daripada harus membayar pajak. 

Pewawancara  : Berbicara mengenai pajak kendaraan bermotor. Seberapa 

besar pajak ini berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Bondowoso ya pak ? 

Narasumber  : Ya tentunya pengaruhnya cukup besar buat Pendapatan 

Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan 

penyumbang terbesar dari seluruh sektor pajak lain yang 

ada. Kalau tidak salah sekitar 75% itu ya dari Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

Pewawancara  : Lalu untuk data-data target dan realisasi yang terkait 

seperti yang saya tanyakan tadi, apakah saya bisa 

mendapatkannya pak ? 

Narasumber  : Bisa mbak silahkan keruang OPSIS dan temui Pak Ribut 

atau Pak Yus ya. InsyaAllah mereka bisa bantu. 

Pewawancara  : Baik pak, terimakasih atas waktunya. 

Narasumber  : Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan nanti 

segera hubungi saya aja gak usah sungkan. 

Pewawancara  : Iya pak, terimakasih. 
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Transkip Wawancara 

Nama Narasumber : 1. Asmar 

      2. Siswantoro 

     3. Misnadi 

      4. Kamilah 

Hari, Tanggal  : Senin, 18 Maret 2019 

Jam   : 09.00 - 12.00 WIB 

Disusun Jam  : 20.00 – 21.00 WIB 

Tempat Wawancara : KB Samsat Bondowoso 

Topik Wawancara : Pengetahuan dan Kepatuhan Masyarakat. 

 

Pewawancara  : Selamat pagi bapak-bapak dan ibu, permisi saya Rita  

Lestari salah satu mahasiswi yang magang disini. Bolehkah 

saya minta waktunya sebentar untuk wawancara bapak 

sama ibu ? 

Narasumber 1,2,3,4 : Oya silahkan mbak. 

Pewawancara : Jadi begini pak saya mau menanyakan menegenai 

pengetahuan dan kepatuhannya bapak ibu dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan disini khususnya pajak kendaraan 

bermotor. Mungkin disini bapak atau ibu ada yang tau 

mengenai tata cara pembayaran disini ? 

Narasumber 2 : Saya kurang begitu tau persisnya, Cuma saya tahunya ya 

saya ke Samsat bawa KTP sama STNK terus ke loket I 

kemudian nanti tinggal nunggu dipanggil. Udah gitu aja 

mbak. 

Narasumber 4 : Saya gak begitu tau mbak, soalnya biasanya yang bayar 

suami saya, berhubung sekarang suami saya lagi keluar kota 

jadi ya saya yang bayar kesini. 

Narasumber 3 : Kalau saya taunya ya cuma bayar aja mbak. Yang ngurusi 

ini itu juga anak saya, pokok nanti waktu bayar ya sudah 

saya kasih uang ke anak saya buat bayar gitu aja. 
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Pewawancara : Baik pak bu saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk tata 

cara pembayaran pajaknya, untuk wajib pajak yang ingin 

membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya 

persyaratannya cukup bawa Kartu Identitas Asli sama 

STNK Asli saja bu pak. Kemudian nanti akan di data dulu 

ditempat resepsionis untuk data Nopol dan No.Hpnya, 

setelah itu nanti bapak ibu langsung menuju loket I untuk 

didaftarkan terlebih dahulu, nanti petugas dari Samsat akan 

memproses yang kemudian nanti akan dipanggil dan 

membayar pajaknya diloket kasir yang juga dibarengi 

dengan pemberian notice pajak atau bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor. 

Narasumber 4 : Mudah ya mbak, cuma saya rasa pelayanannya agak 

kurang cepet saja, apalagi kalo banyak yang mau bayar 

pasti antrinya lama. 

Pewawancara : iya bu tatacaranya mudah. Lalu disini apa bapak ibuk 

selalu membayar pajak kendaraan bermotornya tepat 

waktu? Ada yang pernah kena denda mungkin ?  

Narasumber 2 : Saya punya 2 kendaraan mbak yang satu dipakai anak say 

sekolah kalo itu selalu tepat waktu bayar pajaknya mbak, 

saya biasanya bayarnya di samsat alun-alun itu, tapi untuk 

sepedah saya yang biasanya saya bawa ke kebun itu udah 3 

tahun mati mbak, tapi untungnya kemarin saya ikut 

pemutihan jadi dendanya dihapuskan. 

Narasumber 3 : Saya ya kadang tepat waktu kadang juga enggak mbak, 

soalnya rumah saya jauh mbak disempol, sedangkan 

perjalanan kekota hampir 2 jam belum lagi saya harus 

meninggalkan pekerjaan saya kan ya eman mbak, tapi 

untungnya sekarang ada samsat ijen itu mbak jadi bayarnya 

gak harus ke kota. belum lagi kalau misalkan kebun belum 

panen ya saya gak ada uang buat bayar pajak mbak, buat 
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kehidupan dirumah aja masih kurang apalagi mau bayar 

pajak ya mending saya buat keperluan dirumah. 

Narasumber 1 : Kalo saya dulu juga ga bayar tepat waktu mbak kadang 

sudah telat sebulan gitu baru bayar, soalnya saya gatau cara 

bayarnya saya harus nunggu anak saya pulang dulu, belum 

lagi anak saya kuliah disurabaya yang kadang pulangnya 

gak tentu. Tapi sejak ikut anak saya bayar gitu saya 

sekarang jadi tahu cara bayarnya, jadi gak perlu nunggu 

anak saya lagi kalau mau bayar pajaknya. 

Pewawancara : Baik pak buk sya sudah mendengar alasan-alasan kenapa 

bapak ibu kadang tidak bayar pajaknya. Jadi gini bapak 

ibuk, penting sekali buat bapak dan ibuk bayar pajak 

kendaraan bermotornya, karena apabila sewaktu-waktu ada 

razia bapak dan ibuk gak akan kena tilang, dan yang perlu 

bapak ibuk ketahui pajak itu sendiri adalah iuran wajib yang 

harus dibayarkan kepada pemerintah yang dimana nanti 

akan mendpatkan imbalan secara tidak langsung yang 

dimana hal tersebut juga akan kembali ke bapak ibuk 

manfaatnya. Kayak misalkan pembangunan itu ya biayanya 

dari pajak yang ibuk bayarkan tiap tahunnya itu kemudan 

perbaikan infastruktur, jalan-jalan yang ibuk bapak lewati 

semua biayanya juga dari iuran pajak itu bu. Jadi memang 

sebenarnya pajak itu penting buat kemakmuran rakyat bu. 

Memang manfaatnya tidak langsung dirasakan karena 

memang itu perlu waktu bu pak, perlahan manfaat dari uang 

pajak yang ibu bapak bayarkan akan terasa manfaatnya. Jadi 

saya harapkan bapak ibuk sadar bahwa membayar pajak itu 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksankan, 

mengingat bahwa pajak itu sangat penting pengaruhnya 

bagi kemakmuran rakyat sendiri. 
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Narasumber 4 : Terimakasih ya mbak atas infonya. Kali ini saya tahu 

bahwa memang pajak itu sangat banyak manfaatnya. 

Pewawancara : Terimakasih kembali buk pak sudah mau meluangkan 

waktunya untuk berbagi informasi dengan saya, jika ada 

informasi yang ingin ditanyakan bisa menemui saya atau 

pegawai samsat lainnya di sebelah meja pemandu ya bu 

pak. 

Narasumber 1,2,3,4 : iya mbak. 
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